
. Und ng-Und ng ...

Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi
dan Bangunan (Lembaran Negara R publik Indon ia Tahun
1985 Nomor 68, Tambahan L mbaran egara Repubhk
Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah d ngs n
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 tentang P rubah b
Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajs k
Bumi dan Bangunan (Lembar n Negara R publik lndonesi
Tahun 1994 Nomor 62, Tamb han Lembar n T gara R publik
Inclonesia Nomor 3569);

nimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 46 Ayat (2) Undan -
Undang Nomor ] 1 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh,
Walikota mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan
penyelenggaraan Pemerintah Kota Langsa kcpada Pemerintah,
memberikan laporan keterangan pertanggungjawaban kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Kota, dan menginforrnasikan
laporan penyelenggaraan Pemerintah Kota Langsa kepada
Masyarakat;

b. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 320 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang
Nomor 2 Tahun 2022 ten tang Cipta Kerja menjadi Undang­
Undang, Kepala Daerah menyampaikan rancangan Perda
ten tang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada
DPRD dengan dilampiri laporan keuangan yang telah
diperiksa oleh Badan Pemeriksa Kcuangan paling lambat 6
(enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimak ud
dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang
Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Kota Langsa Tahun Anggaran 2024;

WALIKOTA LANGSA,

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA
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12. Peraturan ...
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4. Und ng-Undang Nomor 3 Tahun 2001 l ntang Pemb ntukan
I ot L ngs (L mbaran Negara Republik Indon sia Tahun
2001 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indon sia Nomor 41 ]0);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang
Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tambahan
Lernbaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah beberapa
kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021
tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 246, Tarnbahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6736);

7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan
Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006
Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4633);

10.Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan
Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009
Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nornor 5038);

11.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang
Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang
Nomor 2 Tabun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang­
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023
Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6856);



Daerah ...

I

·~.rt.11 I iI I
~I r 11 J rai

( III I. I J ) i lndonesi ht n
1 I I I Jill I 1J i I d

1 . 1 J t II 11I I 1 1 iI. h Nom J T 11 nO'·"" ...en
u n 11 d 11 I ill r] II t 11 i I In I·'1 . (

I I 1Ii IJ d Jill U 11 20m r
....em r ")N r publik Indon i Nomor
. I tu InI I rint 11Nomor 71 Thull 2010 ntat

un niP m rintah n (Lembs n r
lndon i Tahun 2010 Nomor 123, Tarnbah n
N g r 1 ipublik Indonesia Nomor 5165);

15. P raturan P merintah Nomor 2 Tahun 2012 t n n ibah
Da rah (Lembaran Negara Republik Indon sia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara R publik Indon ia
Nomor 5272);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 20 17
Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 6041);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tabun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6057) sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023
tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18
Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);

18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2020 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 6322);

19. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan
dan Evaluasi Penyelenggaran Pemerintah Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);

20, Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tabun 2023 tentan
Pengelolaan Transfer ke Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6883);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 ten tang
Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional (Lembaran ara
Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 2, Tamb han
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6909);

22. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 t ntang P ngadaan
Barang/ J sa P m rintah s bagaimana t 1ah diub h b b p
kali terakhir dengan Peraturan Pr siden Nomor 4 Tahun 202
t ntang Perubahan k du atas P raturan Pr sid n am 1
T hun 2018 tent g P ngad a B ang/.J: P m rint h;

23. P raturan Ment ri DIm N g riNomor 77 T hun 2 20 t nt n
P dom n T knis P ng 101 en I rar gan a r h;

24. P rat, r n M nt ri Dal N g ri Nom r 15 T h n 202" t nt n
P dom n P nyu nan Angg n P nd p t n d 1 nj
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1. Selisih ...

Uraian laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 2 sebagai beriku :

Pasa13

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal
1 ayat (1) huruf a sebagai berikut :
a. Pendapatan Rp. 967.363.721.725,15
b. Belanja Rp. 847.801.566.034,46
c. Transfer Rp.l08.869.497.971,00

Surplus /Defisit Rp. 10.692.657.719,69
d. Pembiayaan .

- Penerimaan Rp. 28.187.319.562,36
- Pengeluaran Rp. 434.000.000,00

Pembiayaan Netto Rp. 27.753.319.562,36
e. Sisa lebihjkurang pembiayaan tahun berkenaan (Silpa Tahun

Anggaran 2024) Rp. 38.445.977.282,05

Pasal2

I
I

(1) Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBK berupa laporan
keuangan memuat:
a. laporan Realisasi Anggaran;
b. neraca;
c. laporan Arus Kas;
d.laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
e. laporan Operasiona1;
f. laporan Ekuitas; dan
g. catatan Atas Laporan Keuangan.

(2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilampiri dengan laporan kinerja dan ikhtisar laporan
keuangan badan usaha milik daerahjperusahaan daerah.

Pasal1

M netapkan : QANUN TENTANG PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA KOTA LANGSA TAHUN
ANGGARAN 2024.

MEMUTUSKAN:

D 11 an P rs tujuan Bersams
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA LANGSA

dan
WALIKOTA LANGSA
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Neraca sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 huruf b per 1
Desember Tahun 2024 sebagai berikut :
a. .Jumlah asct Rp.2.264.823.06Q.317,5
b. Jumlah kewajiban Rp. 73.994.734.34 ,,75
c. Jumlah ekuitas Rp.2.190.828.3 4. 76,

Pasa14

0,00Rp.

27.753.319.562,36
27 .75~.319.592)~6

Rp.
Rp.

7. Selisih anggaran dengan realisasi pembiayaan netto sejumlah
Rp.O,OO dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pembiayaan netto

setelah Perubahan
b. Realisasi

Selisih lebih / (kurang)

6. Selisih anggaran dengan realisasi pengeluaran pernbiayaan
sejumlah Rp.O,OO dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran pengeluaran pembiayaan

setelah Perubahan Rp. 434.000,00
b. Realisasi _R...._p. 4...;;.,3......4.;..,;;..0...;;.,0..;:;..0.1....;:;,0;..;;;..0

Selisih lebih/ (kurang) Rp. 0,00

5. Selisih anggaran dengan realisasi penerimaan pernbiayaan
sejumlah Rp.O,OO dengan rincian sebagai berikut :
a. Anggaran penerimaan pembiayaan

setelah perubahan Rp. 28.187.319.562,36
b. Reali sas i ~R....p,;,...... _____,;;.28.;....;.,;.1...;;.,8.,.;._7.;..,;;..3--.1__9 .;..,;;.'5--.6~2.1.",;;;' 3~6

Selisih lebih/ (lrurang) Rp. 0,00

(38.445.977.282,05)Rp.

(27.753.319.562,36)
10.692.657.719,69

Rp.
Rp.

4. li iI1 anggaran d ngan r alisasi urplu / d fi it ~ ml h
Rp.(38.445.977.282,05) d ngan rincian s b ai b rikut:
8. Surplus / d fisit setelah

perubahan
b. Realisasi

Selisih Iebih / (kurang)

Rp. 153.7
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3. Surplus Defisit- LO

2. Pos Luar Biasa
Beban Luar Bin a

Pos Luar Bia a

•

p. 1. 15. 51.77 ..._..
p, (2.0 .2 .

Laporan Perubahan Ekuita ba aim n 11
Pa a] 1 huruf f untuk p riod ane b r I hir
D mb r 2024 s bagai b rikut:
a. Ekuita AW<.l
b. urplu / fi it.-L
c. DG mpak Kumul tit' P .rubs he n

K bij 1{n/K " 1 11 n M nde r
d. Ekuit Akl ir

Rp. 0,0
p. ,0

p. (28.00. '. 0 ,25

Rp. 9 5.96 . 57.
Rp. 9 3.970. .'-I'L..I

Rp. (2.0 .2 . t 5
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Lapo 0 ra ional . ·ba im n I y
huruf untuk tahun yan b rakhir ~(;U.,

2024 s bagai b rikut:
1. Kegiatan Op rasional:

Q. Pendapatan
b.Beban

SurplusjD fi it dari Opera i
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Pasal 11 ...

atas;
Lampiran XX.I : Ikhtisar Laporan Keuangan (neraca) Badan

Usaha MilikDaerah/Perusahaan Daerah;
La.mpiran XX.2: Ikhtisar Laporan Keuangan (laporan

laba/rugi] Badan Usaha Milik DaerahJ
Perusahaan Daerah.

t. Lampiran XX

o. Lampiran XV :
p. Lampiran XVI :
q. Lampiran XVII :
r. Larnpiran XVIII:
s. Lampiran XIX :

m. Larnpiran XIII
n. Lampiran XIV

k. Lampiran XI
1. Larnpiran XII

j. Lampiran X

b. Lampiran II •
•

c. Lampiran III •
•

d. Lampiran IV •
•

e. Lampiran V •
•

f. Lampiran VI •
•

g. Lampiran VII ••

h. Lampiran VIII •
•

• Lampiran IX1. •
•

Lampiran 1.4

Lampiran 1.3

•• LM m nurut
p m rill ah n da r h d or f; nis i:

: Ringk sanAP K yang dikla ifikasi m nurut
k lompok dan j nis pendapatan, b lanj dan
pcmbiay an;

: Rincian APBK m nurut uru an
pcmerintahan daerah, organisasi, program,
kegiatan, sub kegiatan, kelompok dan jenis
pendapatan, belanja dan pembiayaaan;

: Rekapitulasi realisasi belanja menurut
urusan pemerintahan daerah, organisasi,
program, kegiatan dan sub kegiatan;
Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih;
Laporan Operasiona1;
Laporan Perubahan Ekuitas;
Neraca;
Laporan Arus Kas;
Catatan Atas Laporan Keuangan.
Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah;
Daftar Rekapitulasi Penyisihan Tidak
Tertagih;

: Daftar Rekapitulasi Dana Bergulir dan
Penyisihan Dana Bergulir;

: Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;
: Daftar Rekapitulasi Realisasi Penarnbahan

Dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
: Daftar Rekapitulasi Aset Tetap;
: Daftar Rekapitulasi Konstruksi Dalam

Pekerjaan;
Daftar Rekapitulasi Aset Lainnya;
Daftar Dana Cadangan Daerah;
Daftar Kewajiban Jangka Pendek;
Daftar Kewajiban Jangka Panjang;
Daftar sub kegiatan yang belum diselesaikan
sampai akhir tahun anggaran 2024 dan
dianggarkan kembali dalarn tahun anggaran
berikutnya;

: Ikhtisar Laporan Keuangan Badan Usaha
Milik DaerahfPerusahaan Daerah terdiri

1.2

dim k

J 1

r•I

) I f U f

11 11 f J 1 I\t100
...........if III J 11

~---



NOMOR REGISTER QANUN KOTA LANGSA, PROVINSI ACEH : (11/83/2025)

LEMBARAN KOTA LA GSA TAHUN 2025 NOMOR 11

SEKRETARIS DAERAH KOTA LANGSA,

Diundangkan di Langsa
pada tanggal 12 SeQtember 2025 M

19 Rabiul Awal1447 H

SENTANA S PUTRAJEF

ALIKOTA LANGSA,

Ditetapkan di Langsa
pada tanggal ,12 SeQtember 2025 M

19 Rabiul Awa11447 H

mengetahuinya, memerintahkan
ini dengan penernpatannya dalam

Agar setiap orang
pengundangan Qanun
Lembaran Kota Langsa.

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal ]3

\\' likot III 11 tapk 11 F raturan Walikota n . Penj
Pert nazun · \V b n P laksanaan AP K b ai rinciai
1 njut dari p rtan gungjawaban p laksanaan Al'BK.
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